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ABSTRACT
Democracy in Indonesia faces several major problems and challenges, including rampant corruption, persistent social and economic inequality, political polarization that affects national stability and consensus-building, as well as an inefficient bureaucracy that hampers democratic progress. This study explores the concept of just leadership according to Ibn Taymiyyah and its relevance to Indonesia’s democratic system. Using a qualitative approach with a literature study method, the research aims to identify how principles of justice in leadership can strengthen democracy in Indonesia. The findings suggest that Ibn Taymiyyah’s ideas can enrich the Indonesian democratic framework, especially in terms of justice, offering a significant contribution to the development of Islamic leadership studies and democracy in the country. His emphasis on honesty and justice in governance, the establishment of an Islamic state to uphold Islamic law, and the necessity of the state to protect religion and society align with Indonesia's democratic aspirations. The study concludes that Ibn Taymiyyah’s principles of just leadership remain relevant and applicable to Indonesia’s governance, particularly in the context of elections.
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ABSTRAK
Demokrasi di Indonesia memiliki beberapa masalah dan tantangan besar seperti korupsi yang merajalela, ketimpangan sosial dan ekonomi yang persisten, serta polarisasi politik yang mempengaruhi stabilitas politik dan kemampuan untuk mencapai konsensus nasional, serta birokrasi yang kurang efisien turut menghambat kemajuan demokrasi. Penelitian ini mengeksplorasi konsep kepemimpinan yang adil menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya dengan demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan dalam kepemimpinan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah dapat meningkatkan sistem demokrasi Indonesia, terutama dalam hal keadilan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan studi kepemimpinan Islam dan demokrasi di negara ini. Keyakinan Ibnu Taimiyah tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam pemerintahan, pembentukan negara Islam untuk menegakkan hukum Islam, dan kebutuhan negara untuk melindungi agama dan masyarakat sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan adil Ibnu Taimiyah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal pemilihan umum.
Kata Kunci: kepemimpinan yang adil; demokrasi; Indonesi
PENDAHULUAN
Seorang pemimpin memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap yang dipimpinnya, karena hal tersebut merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu, di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin. Salah satu ulama yang cukup mendapat perhatian besar dari generasi ke generasi dalam membicarakan kepemimpinan adalah Ibnu Taimiyah. Namun, gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah selalu dianggap menimbulkan kontroversi. Sebagian pihak menyebut beliau adalah tokoh Muslim yang meneguhkan kedudukan Islam dalam kenegaraan (Ash-Shufi et al., 2021).
Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad saw. dan al-khulafā’ al-rāsyidūn, peta perpolitikan dan  sistem  bernegara  mengalami  perubahan  yang  sangat  signifikan. Sistem pemerintahan  yang  awalnya  demokratis  dengan  syura  sebagai  jalan  memilih pemimpin  telah  berubah  di  tangan  para  pemimpin  dinasti-dinasti  setelah  masa al-khulafā’  al-rāsyidūn.  Sistem pemerintahan sebagaimana  disebutkan  terakhir  juga berubah  seiring  bersentuhannya  umat  islam  dengan  dunia  barat.  Barat  sedikit-banyak telah memberi corak dalam peta perpolitikan umat Islam (Bakry & Abbas, 2021). Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi yang saaat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda (Noviati, 2013). Demokrasi era reformasi menerapkan nilai-nilai pancasila didalamnya. Mirip dengan demokrasi parlementer, tetapi sudah dikembangkan lebih baik lagi. Kebebasan pers dan sistem multi partai kembali diterapkan. Pemilu lebih demokratis dan konsisten karena sudah ditentukan dalam amandemen UUD 1945 seiring waktu.
Salah satu ulama yang cukup mendapat perhatian besar dari generasi setelahnya dalam membicarakan kepemimpinan adalah Ibnu Taimiyah. Namun, gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah selalu dianggap menimbulkan kontroversi. Sebagian pihak menyebut beliau adalah tokoh Muslim yang meneguhkan kedudukan Islam dalam kenegaraan. Menurut mereka, Ibnu Taimiyah mengharuskan penegakan syariat-syariat Islam, dan dalam syariat-syariat tersebut diatur tentang kenegaraan. Sementara, kelompok lain memandang bahwa Ibnu Taimiyah telah melegalkan pemerintahan sekuler. Ibnu Taimiyah, menurut mereka lebih menekankan kepada keadilan suatu negara dibandingkan dengan pemimpin yang Muslim. Dengan kata lain, beliau membolehkan memilih pemimpin yang kafir, tetapi bisa berlaku adil dibandingkan dengan pemimpin Muslim yang tidak adil (Ash-Shufi et al., 2021). Pentingnya sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai baik dalam Islam menurut Ibnu Taimiyah juga terlihat dari pernyataan beliau yang mengatakan: “enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang kepala negara yang zalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang kepala negara”. Jadi, jelas bahwa mendirikan negara yang baik, yang dapat menegakkan hukum syariat Islam adalah wajib. Alasan mendirikan negara Islam ini bagi Ibnu Tamiyah bukan karena pertimbangan ijma’, akan tetapi karena perintah agama mewujudkan kesejahteraan umat (Zuhra, 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep kepemimpinan adil menurut Ibnu Taimiyah dan mengkaji relevansinya dalam konteks demokrasi Indonesia. Pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab adalah: Bagaimana konsep kepemimpinan adil menurut Ibnu Taimiyah dapat diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cara-cara di mana prinsip-prinsip keadilan dalam kepemimpinan dapat diterapkan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia dan untuk mengusulkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh para pemimpin dan pembuat kebijakan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengeksplorasi konsep kepemimpinan adil menurut Ibnu Taimiyah dan relevansinya dalam konteks demokrasi Indonesia. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip kepemimpinan adil dan cara penerapannya dalam sistem demokrasi Indonesia.
Sumber data utama meliputi referensi dari internet, jurnal ilmiah, dan beberapa skripsi terkait. Pencarian dilakukan melalui database akademik online, perpustakaan digital, serta platform penelitian yang menyediakan akses terhadap jurnal-jurnal ilmiah dan karya akademik lainnya. Analisis mencakup karya-karya Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan dan keadilan, serta literatur mengenai sistem demokrasi di Indonesia, baik historis maupun kontemporer. Skripsi yang relevan juga ditinjau untuk perspektif tambahan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih literatur yang paling relevan dan berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandangan Ibnu Taimiyah Mengenai Konsep Kepemimpinan
Kepemimpinan  (Pemimpin) dalam Islam adalah sebuah tuntutan syar’i. Hal ini disyaratkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya yang berbunyi: “Apabila bepergian tiga orang dalam perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah satu diantaranya untuk menjadi pemimpin” (HR. Abu Dawud). Lebih jauh Allah menegaskan dalam berbagai surat dan dalam berbagai ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Anbiya (21) ayat 73, yang artinya: “Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka agar mengajarkan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah”. Dalam surat As-Sajdah (32) ayat 24, artinya: “dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan mereka meyakini ayat-ayat kami.” (Elhany, 2019).
Peran kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat dari contoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dibagi menjadi dua bagian yaitu servant (pelayan) dan guardian (penjaga). Penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan Islam dapat ditemukan pada praktik bisnis maupun non-bisnis. Menurut para pakar bahwa kepemimpinan Islam mirip dengan kepemimpinan kovensional kecuali adanya akar agama, moral, dan keanusiaan yang ada didalamnya. 
Ibnu Taimiyah  merupakan salah satu dari banyaknya ulama besar pada abad ke empat belas yang memiliki pandangan dan prinsip yang sangat berpengaruh terhadap bentuk kepemimpinan ataupun sistem pemerintahan. Sudah empat belas abad lamanya syari’at Islam mengatur kehidupan umat Islam, bukan hanya masalah tauhid ataupun ibadah akan tetapi syariat hukum serta sistem hukum pemerintahan dalam Islam telah memerintahkan kepada kaum muslim agar mendirikan negara dan pemerintahan, beserta yang memerintah berdasarkan hukum-hukum Islam, agar terciptanya negara yang baldah ṭayibah wa rabb ghafūr (Melyani, 2020). Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa praktik pengukuhan sebuah pemerintahan harus dianggap sebagai tugas agama yang mesti dipatuhi oleh setiap Muslim disamping sebagai sarana agar manusia mempunyai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah (Kasman Bakry et al., 2021a).
Ibnu Taimiyah menganggap bahwa Iman dan Islam juga merupakan syarat bagi seorang pemimpin, karna salah satu tujuan dari politik adalah melanjutkan misi kenabian untuk menegakkan agama dalam kehidupan. Dalam setiap pemikirannya, Ibnu Taimiyah selalu menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan utama berpikir, yang merupakan ciri khas pemikirannya. Demikian pula ketika ia menyampaikan pandangannya yang tertuang dalam gagasan kosmopolitanisme. Untuk gagasan kosmopolitanisme, Ibnu Taimiyah tetap berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin) seperti diamanatkan Al-Qur’an (Abdurrahman, 2003). 
Sistem pemerintahan yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai baik dalam Islam sangat penting menurut Ibnu Taimiyah. Jadi, jelas bahwa mendirikan negara yang baik, yang dapat menegakkan hukum syariat Islam adalah wajib. Alasan mendirikan negara Islam ini bagi Ibnu Tamiyah bukan karena pertimbangan ijma’, akan tetapi karena perintah agama untuk mewujudkan kesejahteraan umat (Zuhra, 2018).
Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan negara adalah berlakunya syari’ah dan menjadikan syari’ah kekuasaan tertinggi di negara tersebut (mewujudkan kepatuhan hanya kepada Allah). Maka kewajiban seorang imam ditentukan oleh fungsi dan tujuan syari’ah. Selain itu, juga harus mengubah bangunan dan fondasi serta kaitan-kaitan masyarakat, bahkan membangun akidah, akhlak, kebudayaan dan tradisi sosial. Menurutnya negara timbul karena perlunya menegakan doktrin amar ma’ruf nahî munkar. Baginya, Amar ma’ruf nahi mungkar tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya negara.
Negara adalah amanah, dan negara bertujuan untuk menegakkan syariah. Mengurusi masalah-masalah kemanusiaan adalah salah satu diantara syarat-syarat terpenting dari agama Islam, bahkan lebih dari itu, tanpa mengurusi masalah-masalah manusia, agama tidak dapat bertahan. Tugas untuk menyeru kebaikan dan mencegah kejahatan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa kekuasaan dan otoritas, tanpa adanya Negara. Kita tidak mungkin mewujudkan politik dan Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka keadilan ekonomi Islam, melaksanakan hukum-hukum Islam, menciptakan sistem pendidikan Islam dan mempentahankan kebudayaan Islam dari dalam dan luar Islam. Tidak adanya Negara menyebabkan masyarakat tidak berdaya menghadapi penguasa-penguasa yang kejam, dan Islam akan menyempit menjadi ibadah teori belaka. Selama dari itu janji Islam sebagai petunjuk bagi kebahagiaan manusia didunia dan di akhirat tidak akan terbukti karena merupakan suatu perjuangan untuk merealisasi hal-hal yang spiritual dalam organisasi manusia.
Ibnu Taimiyah dalam mengemukakan argumentasinya percaya bahwa negara sangat diperlukan untuk melindungi agama, bahkan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan, tapi beliau tidak beranggapan bahwa negara bukanlah tujuan utama dari Rasullah di samping itu beliau menyetujui pendapat filosof muslim yang mengemukakan bahwa satu-satunya misi Nabi adalah menciptakan tata kelola politik yang adil (Bin Abubakar Dkk, 2018).
Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang kuat mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam. Baginya, kepemimpinan yang ideal harus didasarkan pada kepatuhan terhadap syariah Islam dan tanggung jawab moral yang tinggi. Kepemimpinan seharusnya bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan semata, melainkan untuk kemaslahatan umat dan pelaksanaan keadilan sosial. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab, serta menekankan bahwa pemimpin harus memberikan teladan dalam mematuhi ajaran agama dan menjaga kesejahteraan umat.

Kepemimpinan Adil dan Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah
Amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Karenanya dua hal itu tidak dapat dipisahkan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Hal tersebut merupakan implementasi yang sangat besar dalam menciptakan kemaslahatan bersama (Candra, n.d.). Bila amanah tersebut di tunaikan dengan sangat baik maka keadilan pun akan terwujud. Dalam surat an-Nisa’ ayat 58 disebutkan: “Sesunggunhya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memerintahkan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia agar kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu dan sungguh Allah itu Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
Ayat diatas berkenan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu, dalam mengurus kepentingan umat pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabat Negara harus mengutamakan orang-orang yang memilki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial. Sedangkan dalam surat an-Nisa’ ayat 59 “ Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu merupakan sikap terbaik”.
Ayat diatas ditujukan kepada rakyat. Disamping mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya mereka juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintahan yang melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin Negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah didasarkan pada system yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil. 
Menurut Ibnu Tamiyah, mendirikan pemerintahan yang berlandaskan hukum-hukum tuhan adalah wajib. Kewajiban tersebut bukanlah didasari oleh ijma’ ulama, ataupun akal manusia, tetapi dilandasi oleh adanya hadis Rasulullah saw. Keberadaan suatu pemerintahan menurut Ibnu Taimiyah merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksakan syariat Islam. Untuk mengaturnya harus memerlukan pemimpin. Mewujudkan kesejahteraan umat didunia dan di akhirat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat dan mungkar harus dilakukan oleh satu pemerintahan negara, yaitu dengan adanya pemimpin.
Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa Islam mempunyai aturan dan perundang-undangan yang dibawa untuk mengatur kehidupan manusia dan demi kemaslahatan, baik dibidang keluarga, muamalah, politik, hukum pidana, dan lain sebagainya. Jadi yang dapat menjaga, memelihara, dan melaksanakan aturan tersebut adalah negara. Negara dalam padangan Ibnu Taimiyah condong diatur oleh syariat Islam, yaitu berdasarkan ketentuan dalil. Ibnu Taimiyah kembali menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang berpaling dari ketentuan tersebut, maka dapat diluruskan dengan besi. Artinya, ada satu sisitem kekuatan, yaitu negara untuk meluruskannya. 
Seperti Konsep perubahan hukum yang dibawa oleh hukum Islam adalah cerminan dari tujuan dan hakikat hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah stabilitas kehidupan di dunia yang sesuai dengan maksud Tuhan sebagai pembuat syari’at. Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu; 1) mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, 2) realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia, 3) setalah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam, 4) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun.
Ibnu Taimiyah tumbuh pada masa Islam yang sedang mengalami kehancuran politik, dislokasi sosial, dan juga turunnya moral dan akhlak. Masyarakat tempat Ibnu Taimiyah lahir dikuasai oleh Mamalik, dan juga beberapa wilayah lain yang mengakibatkan banyaknya masalah baik dalam pemerintahan, agama, status sosial, hukum, dan budaya. Hal tersebut menyebabkan sulitnya mencapai kestabilan politik, kesetaraan status sosial, dan juga tumbuhnya akhlak dan moral yang baik.
Terjadinya beberapa masalah tersebut, Ibnu Taimiyah tidak ingin hanya berdiam diri, ia tergerak untuk memberikan keberadaannya untuk kemajuan negeri. Menurutnya, dalam mendirikan sebuah negara haruslah dengan tujuan mensejahtrakan rakyat di dunia maupun di akhirat. Dalam mewujudkan hal itu diperlukan seorang pemimpin yang adil dan orang yang dipimpin juga harus patuh terhadap pemimpin. Kriteria pemimpin yang Ibnu Taimiyah gunakan untuk seorang pemimpin adalah Al Qur’an dan Hadits. Tidaklah berlebihan jika agama digunakan pondasi utama pendirian suatu negara(Rahmawati & Sulistyaningrum, 2023).
Ibnu Taimiyah memandang kepemimpinan adil sebagai prinsip utama dalam pembentukan negara yang ideal dalam Islam. Baginya, negara yang dikepalai oleh pemimpin yang adil akan menjaga keadilan sosial, melindungi hak-hak individu, dan memastikan kepatuhan terhadap syariah Islam. Pemimpin yang adil harus mengambil keputusan berdasarkan hukum Islam tanpa pandang bulu dan memastikan bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ibnu Taimiyah menggambarkan bentuk negara ideal sebagai suatu sistem yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya dan menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, dengan menjaga keseimbangan antara kewajiban individu dan otoritas negara berdasarkan prinsip-prinsip agama.
Nilai Nilai Kepemimpinan Adil dan Bentuk Negara Ibnu Taimiyah Dalam Perpolitikan di Indonesia 	
Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir Islam abad ke-14 yang memainkan peran penting dalam sejarah pemikiran politik Islam. Meskipun konsepnya tentang negara tidak langsung berdampak langsung pada Indonesia modern, prinsip-prinsip yang ia ajarkan, seperti keadilan dan kebijakan yang adil, memiliki relevansi universal dalam konteks kepemimpinan dan politik. Kepemimpinan adil adalah konsep yang sangat dihargai dalam Islam dan berbagai tradisi lainnya. Nilai-nilai ini termasuk keadilan, keseimbangan, kewajaran dan akuntabilitas.
Ibnu Taimiyah mengembangkan pandangan bahwa negara (dalam konteks Islam) harus mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam dan bertindak adil terhadap warga negaranya. Meskipun pandangannya pada zaman itu lebih terfokus pada masyarakat Muslim di dunia Arab, nilai-nilai ini dapat diterapkan secara luas, termasuk dalam konteks politik di Indonesia. Beberapa prinsip yang relevan dan berhubungan dengan perpolitikan di indonesia termasuk:
1. Pemerintahan yang Adil: Mengutamakan keadilan dalam menegakkan hukum dan mengatur kehidupan sosial. Dalam konsep keadilan pada sistem hukum indonesia antara idealisme dan realitas, yang dimana hakekat keadilan adalah pernilaian suatu perlakuan atau tindakan, mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk   kepentingan   kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi  norma-norma  lain. Ibnu Taimiyah sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan. Di Indonesia, nilai ini sangat relevan mengingat tantangan-tantangan seperti ketimpangan ekonomi, ketidak adilan sosial, dan korupsi yang masih menjadi masalah serius. Kepemimpinan yang berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam kebijakan publik dan distribusi sumber daya dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan mendukung stabilitas sosial.
2. Kepatuhan terhadap Hukum: Membina kesadaran hukum dan kepatuhan hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha pembangunan. Sejak awal pemerinntahan Orde Baru (Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakan Hukum. Ibnu Taimiyah mengajarkan pentingnya penguasa untuk patuh terhadap hukum Islam dan menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab. Di Indonesia, nilai ini bisa diartikan sebagai pentingnya penguasa mematuhi konstitusi dan hukum negara, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi. Pada era reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya baik yang dilakukan pemerintah, organisasi kemasyarakatan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (L.SM) meskipun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan bangsa indonesia, tapi sudah ada kemajuan dari masa sebelumnya (Orde Baru) sudah mulai tampak. Meskipun Ibnu Taimiyah hidup pada zaman yang berbeda, gagasannya tentang keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka hukum Islam bisa memberikan inspirasi dalam upaya-upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
4. Negara Berdasarkan Syariah: Ibnu Taimiyah mempunyai visi negara yang berdasarkan syariah Islam. Di Indonesia, meskipun Pancasila adalah dasar negara, pemikiran seperti ini menginspirasi diskusi tentang relevansi nilai-nilai Islam dalam pembentukan kebijakan publik, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pluralisme dan kebebasan beragama yang juga dijunjung tinggi.
Relevansi Konsep Kepemimpinan Adil dan Bentuk Negara Ibnu Taimiyah Dengan Demokrasi di Indonesia
Pemikiran mengenai konsep kepimimpinan adil menurut Ibnu Taimiyah dalam perpolitikan diindonesia juga tak bisa lepas dari kata demokrasi, salah satu sistem demokrasi di Indonesia yang relevan dengan konsep kepemimpinan yang telah dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah yaitu Pemilihan Umum. Di sisi lain pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Oleh karena itu, sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut, apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam (Sirajuddin, 2009).
[bookmark: _Hlk171295462][bookmark: _Hlk171295487][bookmark: _Hlk171295508][bookmark: _Hlk171295526][bookmark: _Hlk171295539][bookmark: _Hlk171295559]Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dan undang-undang lainnya yang lebih terperinci yakni, Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (mencakup pemilu kepala daerah), Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-undang 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Bachtiar, 2014). Keseluruhan landasan hukum tersebut mencerminkan sistem demokrasi Indonesia yang telah tertanam dan terus diperbaharui.
Paradigma pemikiran politik Ibnu Taimiyah tentang pembentukan Negara berdasarkan pemahamanya terhadap hadist Rasulullah SAW, yang mewajibkan seseorang harus dipilih menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil atau perkumpulan yang bersipat sementara. Menurut beliau Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat Imam atau pemimpin dan rakyat yang sama-sama berjuang untuk merealisasikan hal-hal yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Ibnu Taimiyah dalam hal ini banyak memberikan penjelasan kepada disiplin pribadi yang dapat memberikan jaminan dan dorongan kepada setiap warga Negara. Di mana setiap anggota masyarakat berperan untuk menyerukan kepada kebaikan dan memerangi kejahatan serta berperan untuk berpartisipasi meningkatkan moral dan memberikan kritik-kritik yang membangun. Warga Negara berkewajiban pula untuk mengawasi pemerintah dan aparatnya dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan kepentingan Negara (Bin Abubakar Dkk, 2018).
Sebagaimana dikutip oleh Said Abdul Azim, bahwa menurut Ibnu Taimiyah, mengatur kehidupan umat bagian dari kewajiban agama, tujuannya untuk kemaslahatan ummat. Demikian juga dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, di mana Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa Islam mempunyai aturan dan perundang-undangan yang dibawa untuk mengatur kehidupan manusia dan demi kemaslahatan, baik dibidang keluarga, muamalah, politik, hukum pidana, dan lain sebagainya. Maka, yang dapat menjaga, memelihara, dan melaksanakan aturan tersebut adalah negara. Negara dalam pandangan Ibnu Taimiyah condong diatur oleh syariat Islam, yaitu berdasarkan ketentuan dalil (Zuhra, 2018).
Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah dapat dianggap bersikap realistis dan mempunyai pandangan yang modern, karena ia lebih memahami peranan kekuasaan dalam politik ketimbang fuqaha lain. Pada abad 12, Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah komunitas manusia yang dengan gemilang berhasil mengklaim monopoli pemakaian kekuatan fisik yang sah. Ibnu Taimiyah, sebagai tokoh abad 14, tidak sulit baginya untuk menyetujui definisi weber itu. Hanya saja, ia menambahkan bai’ah sebagai dasar bagi keabsahan penggunanan kekuatan fisik. Syarat seperti berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin sejalan dengan metode Ibnu Taimiyah yang menekankan unsur terpenting dalam setiap situasi dianggap tidak perlu karena setidaknya pemimpin diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan, sumber-sumber dan aneka ragam tingkat kehidupan mereka. Syarat-syarat ideal yang telah dicontohkan dan diyakini oleh khulafaur rasyidin dan syarat-syarat yang tercantum dalam berbagai teori khilafah periode awal, menurut pandanganya, dapat dipenuhi oleh seluruh jajaran umat. Karena menurut Ibnu Taimiyah, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi bila ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1. Memperoleh dukungan mayoritas umat yang dalam Islam ditentukan dengan konsultasi dan Mubaya’ah.
2. Memenangkan dukungan ahl al-shaukah atau unsur-unsur pemegang kekuasaan dalam masyarakat
3. Memiliki syarat-syarat kekuatan pribadi dan dapat dipercaya.

Apresiasi peranan kekuatan dalam politik oleh Ibnu Taimiyah telah terungkap dalam pandangannya tentang syarat-syarat pemimpin Islam. Jauh sebelum menawarkan seperangkat syarat moral dan intelektual, ia menawarkan dua syarat pokok bagi pemimpin yaitu kejujuran dan kekuatan. Dasar yang ia gunakan adalah Q.S. al-Qasas yang dimana terjemahannya berbunyi “…sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Syarat lain seperti berpengetahuan luas, bersikap adil dan saleh yang harus dipenuhi oleh pemimpin. Oleh karena itu, setiap muslim dapat dipilih untuk menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau negara (Kasman Bakry et al., 2021b).
Berawal dari pendapat mengutamakan pemimpin yang adil dibandingkan keimanan ini, Ibnu Taimiyah melanjutkan lebih jauh tentang peranan negara dalam proyek kosmopolitanisme-nya. Ibnu Taimiyah mengemukakan tugas utama negara adalah tegaknya syari’at yang tidak lain demi tegaknya keadilan universal. Dengan demikian, menurutnya, syari’ah dan keadilan universal adalah “saudara kembar” yang paralel dan harus berjalan seiring (Khalik, 2014).
Relevansi kepemimpinan Ibnu Taimiyah dengan sistem demokrasi di Indonesia terletak pada nilai-nilai keadilan, integritas, dan tanggung jawab moral yang dia tekankan dalam kepemimpinan Islam. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi modern yang berbasis pada pemilihan umum dan partisipasi politik, konsep Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan yang adil, berlandaskan syariah Islam, dan bertanggung jawab terhadap umatnya tetap relevan.

KESIMPULAN
Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya mendirikan negara yang berlandaskan syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan umat. Dia percaya bahwa pemerintahan harus dianggap sebagai tugas agama yang wajib dipatuhi oleh setiap Muslim. Kepemimpinan dalam Islam, menurutnya, haruslah adil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan mengatur masyarakat berdasarkan hukum Islam. Ini mencakup segala aspek kehidupan, dari ekonomi hingga politik, dengan menekankan keadilan dan kesejahteraan umum. 
Dalam konteks perpolitikan Indonesia saat ini, nilai-nilai kepemimpinan adil yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah dapat memberikan pandangan yang relevan. Beberapa nilai kepemimpinan adil yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah dan relevansinya dalam konteks Indonesia diantaranya yaitu keadilan, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam konteks demokrasi modern Indonesia, penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan adil Ibnu Taimiyah menghadapi tantangan unik. Sejak kemerdekaan hingga era reformasi, sistem demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, dari demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin dan akhirnya demokrasi modern yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun terdapat perbedaan antara sistem demokrasi modern dan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, beberapa nilai fundamental seperti keadilan dan kesejahteraan dapat diselaraskan dan diterapkan dalam pemerintahan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan adil yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah masih relevan dan dapat memberikan panduan bagi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
[bookmark: _Hlk205197161]Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah sering menimbulkan kontroversi, banyak di antaranya yang dapat diterapkan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Keadilan, sebagai salah satu prinsip utama dalam kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah, dapat menjadi landasan untuk memperbaiki dan memperkuat institusi demokrasi di Indonesia. Implementasi nilai-nilai keadilan ini dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketidakstabilan politik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi kepemimpinan Islam dan demokrasi di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan efektif.
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